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Masyarakat meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut hukum 

Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan 

tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan Siri adalah suatu perkawinan 

yang sah secara agama, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 

pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Sedangkan pencatatan 

perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 

ketentuan pasal 2 ayat 2 hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk 

memenuhi ketertiban hukum. 

Rumusan masalah yang ada pada hal tersebut yaitu: Bagaimana ketentuan 

perkawinan yang tidak dicatatkan menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang 

tidak dicatatkan secara negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mana penelitian 

tersebut berfokus pada kajian buku-buku, artikel, dan website.. Penelitian normatif 

ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai 

sebuah bangunan sistem norma. 

Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut 

hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan 

hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang- 

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap 

perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). 

Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan 

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi 

yang beragama Non Islam. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan 

di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat 

mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya 

seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh 

anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa 

memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang 

punya masalah. 
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The community believes that siri marriage is considered valid according to 

Islamic law if it fulfills the pillars and conditions of marriage, even though the 

marriage is not officially registered. Siri marriage is a marriage that is legally 

religious, as well as in terms of Indonesian positive law, namely based on Law 

Number 1 of 1974 concerning Marriage in article 2 paragraph 1 which reads 

"marriage is valid, if it is carried out according to the law of each religion and belief 

That". While the registration of marriages based on the applicable laws and 

regulations as stipulated in Article 2 paragraph 2 is only an administrative 

obligation and to fulfill legal order. 

The formulation of the problem in this matter is: What are the provisions 

for marriages that are not registered according to Article 2 of Law Number 1 of 

1974 concerning Marriage and What are the legal consequences for marriages that 

are not registered by the state according to Law Number 1 of 1974 concerning 

Marriage in Indonesia 

This research uses a type of normative research in which the research 

focuses on studying books, articles, and websites. This normative research refers to 

the norms contained in laws and regulations, court decisions and norms that exist 

in society. Normative research is legal research that places law as a building system 

of norms. 

This Siri marriage is legal according to religion, but it is not legal according 

to positive law (state law) by ignoring some or some of the positive legal rules that 

apply, as explained in Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 

that every marriage is officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA). 

Meanwhile, the agencies that can carry out marriages are the Office of Religious 

Affairs (KUA) for those who are Muslim and the Civil Registry Office (KCS) for 

those who are non-Muslim. Therefore, unregistered unregistered marriages at the 

Office of Religious Affairs have no legal force, so that if one day the two of them 

have problems related to their households such as divorce, domestic violence, 

inheritance, struggles over child custody and others, the the office of religious 

affairs and the religious court could not make a decision or even receive complaints 

from the two of them who were having problems. 
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